A Judul ¢ Probiematik. Yunois Pendafiarzn Tanan Ulayal o kaitkan dengan
Perziuran Mentan Megara (Permenag) Nomoeor 5 Tahun 1998 di
Sumatera Barat.

B. Ahstrack

Tanah ulayal sebagal jenis hak afas tansh yang ierbesar di dasrah
Sumalera Barat, tetap ketentuan tentang hak ulayat hanya ‘ardapal o dalam
saty Pasal UUPA yakni Paszal 3. Untuk menjamin kepasiian hukum hak atas
tanah periu diakuan pendafiaran tanah diselurun Indanesia termasuk anan
ulayat tentunya.

Dalam pendafiaran iznah  ulayat dipergunakan  keteniuan-cetenivan
pendaflaran tanah untuk jenis tanah hak yang bersifat indwidual, sehingga timbul
perbagar problematik hukum di dalam akiualisasi pendaflaran tanan

Meiode peneltizn yang dipergunakan dalam pengambilan data prmer
adalah dengan wawancara lerpandu aiau ierstruklur dan penganalisas) data
dilakukan dengan metods kualitatii,

Hazil penelitan menuukan bahawa pendaftaran tanah ulayal yang
dipegunakan  ketentuan yang  tidak  sesuai dengan konsepnya  (seperl
pandafiaran tanah wide PP 10 Tahun 1981 jo PP Nemor 24 Tahun 18987
bukannye mambar  kepastizn  hukum  melainkan  emnimbulzan berbaga
problematik  hukum. Pemaksazn  pelaksanaan  ketentuan i i dalam
pendzftaran tanah ulayst ditambah dengan kehyakan terbaru can benter
Agraria (Permenag Momer 5 Tahun 1899) yang menuniuk ketentuan pendafiaran
tanzh  ulavat dengan  ketentusn  pendafiaran  tanah  tersebul,  tambah
menimhbuikian berbagai probelamatik hukum di dalam pendsitaran tanah ulavat
Prablematik tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk kensep, nils: norma dan
kppantingan.

C. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian salah saiu fwjuan Undang-undang Pokok
Agraria (UUPA) untuk  membsarikan kepastian hukum hak-has atas lanah.
seluruh Indeonssia make parlu dizdakan registerasi tanah melalu pendafiaran
tanah

Konsep pendaflaran tanah di dalam UUPA diletakkan di dalam Pasal 19
dan keteniuan peiakzananya diundangkan Peraiuran Pemerintah Nomor 10
Tahun 1861 (PP Mamar 10 Tahun 1961), yang kemudian disempurnakan dengan
Paraiuran Pemenntah Momor 24 Tahun 1997 (PP 24 Tahun 1587)

Di dalam ketentuan mengenal pendaftaran tanah bdak disebutkan bahws
tanah ulayat sebagai obiek dan pendaftaran tanzh, Sedangkan di dalam UUPA
tanah ulayat diakui sebagai salah satu hak atas tanah disamping hak atas tanah
lzinnyz yang dizebutkan di dalam pasal 19 UURA

Di tahun 1998 dikeluarkan kebijakan pemerintah  vang berkitan dengan
tanah ulayal vang disebut dengan Perateran Menten Agrania NMomor 2 Tahun
1889 (Permenang Mo 5 tahun 1993}, yang di dzlam salah satu FPasalnya
menyebulkan bahwa nak ulayat  jike dikehedaki dapat didaftarkan EESUA]
dengan ketentuan- pandaftaran fanah yang berlaku (vide PP Ne. 24 Tahun
1857,



Perdaltaran tanah ulayat  wang dipaksakan meangikel ketentuss dan
pendafizran tanah yang diatur di dalam PP 24 1ahun 1537, atau duly- PP 10
Tanun 1961, tidak membaws kepastian hukum mengenai hak ulayas ite malahan
menimoulkan barbagal problamatik hukum bahkan sampai menjurus kepads
wonflik dan konsep pendafiaran tanah baik inferan maupun ekierm.

Dengan diselenggarakannya pendafiaran tanah ulayal di Sumatera Baral
maskipun datam tingksian yang paling rendah yaitu pendaftaran lanzh uayal
vaum diharapkan dapat merupakan sosiusi dan problemativ pendaftaran tanan
di dagrah Sumatera Barat, Tatapi kenyataannya pendafiaran tanah ulayat =aum
torsebut justry menimbulkan peroblematik yurtidis o galam pendaftaran tanah
secara keseluruhan

Salah sate ussha dari permenntan daerah Sumatera Garat untuk
mencoba  mendafiarkan tansh ulayal kaum menjadi tanah milie sepert yang
ditantukan di dzlam Pasal 20 UUPA | dan dengan adanya pendafiaran hak
uiayat barupa hak milik ini maka akan diketahui batasan |, letak dan hak atau
yang berwewsnang ternadap hak atas tanah lersebut termasuk mengalhkan
atau membebankan sebagai hak tanggungan

Pandaftaran tangh untuk menjamin kepashan hukum dan kepaslian hak
=tas tanan int dilakukan cleh Badan Peranahan Nasional (BEPN) pada fingkatan
pendartaran tanah pertiama kalinga dan untuk pendaftaran tanah selanjutknya
yang teradi karena perbuatan hukum diakukan olen BPN dengan bantean
oPAT. Hal ini dizebabkan kerena tugas-tugas PPAT adalzsh dalam rangks
pendaftaran tanah karena adanya perbuatan hukum terhadap tanah tersebul

Tanah ulayal dalam tingkatan yang terendsh v dissbul dengan ulayal
xaum, dan panguasaannya secara fisik diberikan kepads anggots kuam yang
diuszhakan uniuk kebuiuhan dan kepentinggannya, Fenguasaan secara fisik il
seolzhi-olah adalah pengusaan fisik yang terlamz  yang oleh UUPA merupakan
ariaritas utama dalam perolehan hak atas tanah. Penguasaan tanah ulayat kaum
itu di daerah Sumatera Barat dissbut dangan ganggam bauniuk.

Oi dalam ketentuan konversi UUPA terhadap tanah-lanah yang dikuasan
dengan ganggam bDauntuk dikonversi menjadi hak pakai. namun masyarakat
Hukum adal Sumatera Barat {hukum adat Minangkabau tidax dapat menenma
baiwa hak ulayat merska adalah hak yang bersifel sementara  alau hax yang
di daftar menurut UUPA dengan hak palai.

Pendafran tanah uilayat di Sumatera Barat sejak UUPA ciundangkan
dan PP tentang pendaflaran tanzh dibariakukan telah membawa kehancuran i
dalam konsep hak ulayat atae hak masyarakat hukum adat Problematik hukum
ity terus beralan sampai saat ini bahkan sejak dikeluarkannya PP 24 Tahun
1697, jiuga lidak mengautr dan menaytakan bahwa tanah ulayat adalah abjek
dar pendafiaran tanah, sebagaimana telah dinyatakn abahwa tanah negara 53)a
merupakan salan satu obejke dari pendaftaran tanzh. meskipin fidak diterbitikan
bukti pendaftaran tanah dan bukii haknya berupa sertifikal. namun hak atas
tanah negara sekarang menjadi objek dalam pendaftaran tanah.

Ketemiuan ini yang telah mengualkan problematik dalam pendaftaran
tanah ulayat di daerah Sumatera Barat



01, Pemasalahan

Rerdzsarkan  uralan di atas maks dapet dirumuessan permasalatan
sehacal berukut
1. Bagal mana fingkat pangauruan nendagraan tanah ulayal di sumaters baral
dikatikan degan Permenag nomor 5 fahun 15987
2. Bagaimana propelamatik bukum nendafiran tanan ulayat di Suamisia barat?
Bagaimana cara penanggulangan cendaftaran lanah ulayal @ caerah
Sumatera Barat?

%]

E. Tujuan dan manfaat Penelitian
Tujuan yang hendak diczpai  dalam peneltian ini adalah  uniuk

rengatanu konritisast dan perma salahan vang telah dirumuskan yakni

1 Urtuk mengaeiahu tingkat pengaturan pendaidiran tanah ulatya t di dagrah
Sumatera Barat dikaiitkan dengna Permanag nomor 5 Tnaun 19582

2 Unbruk mengaetanul berbegsi problematic hukum dalam pendafiaran tanan
uayat didagran Sumatera Barat

3 Uniuk mengentahw  bagamana cans penangaulangan dalam pendafiaran
tanzh ulayat di dagrah Sumaters barai

F. Tinjauan Pustaka
a, Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah sebagal suatu kegiatan atau proses calam ranghka
usahz untuk memberian jaminan kepasiian hukum bagl nak atas tanah yang
dipunyal seseorang maupun badan hukum - pengertian dar pendaftaran tanah
sebagal mana dapal dikubip dari Fasal 1 PE na.24 Tahun 1987 yakni
"Pendattzran tanah adalah serangxaian kegiatan yano gilzkukan secara terus
menerus . berkesinambungan dan teratur, melipul pengumpuian | pengoiehan,
nembukuan dan penyajian serta pemaiiharazn cata fisik dan data yunidis dalam
pentuk petz dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan juga hak milik atas
satuan rurmah susun sarta hak-hak terentu yang membebaninya

Terhadap hak-hak atas fanan sebagal mana dimaksud di dalam Fasal 16
UPA, pendaftarannya sebagaimana direhendaki oleh Pasal 15 UURA dan
xelentuan pelaksananya PP No 10 Tahun 19887 yang diperogharui dengan PP
Ma. 24 Tahun 1987, Mamun terhadap hak-hak lain di luar dan ketentuan Paszal
16 vakni hak ulayat dan hak-hak yang ssrupa dengan ity sampai sexarang
nelum ada keteptuan hukum yang mengatur tentang pendaftarannya {Yulia
Mirwati, 1999 ; 28).

Di dasrah Sumatera barat keberadzaan tanah ulayatl sebagal mana
dimasud di dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi sebagai bernku
" Dengan meanginat ketyetnuan-katnauan dalam Pasal 1 dan Pasal 2,
pelaksanaan hak ulayal can hak-hak serupa it dan masyarakat hukum adal
sepaniang kenyataannya masin ads  harus sedemikian rupa sehingga sesuall
dengar  kepentiangan  Masional dan MNegara vang oerdasarkan  kepada
persatuan bangsa seria lidak bolsh berentangan dengan Undang-uncang can
peraturan hukum yang lebin tngaon.”

e



i dalarm kenyatannya di dserah Sumalera Barat tanall dizysl lersent
masili benyak jike dibandmgkan dengan nak-has 218z tanah jeniz lainnys. Dan
Lalay hak alas taneh ulayat ini didaftarkan dengan =etentuan pendaitaran ianab
yang bersifat individual maka hak ulayat sampai pada satu titik akhir yakni habis

Ketentuan manoenal tanah ulayat yang digtur ¢ dzlam Pazal 2 tersemi
dzlam prakteknya sering kal memmbulkan problematic hukurm, knususny dalam
menelapkan apakah hak ulayat ateu hak-hak yang serupa itu masih ada
(Apcurshman 1834 @ 107) menysbukan baneraps sebab ierjadinya beberapa
nambatan di dalam prakiek mengenai hak ulayat ini adalah sebagal berikut:

1. masih kaburnya kritertia hak vlayvat tersebul,

2 tidak ielaznya ruang lingkup hak ulayat,

7. masih dipernanvakan apalah wakin yang dimaksud o dalam  pe-
ngalurannya  2dz  hoaknya  hag ulays: ferseout (8). pada sas
kemerdakaan, (D). pada sasl UUPA diundangkan alaud (c] pada saat
kasus tanzh tersabul mbul

Weberadaan tanah wayat alau yang serupa dengan e yang memang
masic ada dan berkambang di dalam masyarakat hukum adat di kukuhkan oleh
UUPA, delam ari kebersdasnnya di aku . hal in dapat dithal dari laporan
Simposium  UUPA dan kedudukan lanah ulayat dewasa ini olah BPHN aan
Universitas Larmbung Mangkurat di tahun 1977 Youlia Mirwatl, 1982 155

Maskipun UUPA mengakul adanya hak ulayat tersebul 12iap di sepanjang
serkambangan UUPA kedudukan tanan ulayal tersabut  belum pernah tersentuh
dangan kebijakan Pemerintah, Unluk ity di daerah Sumatera Baratl keberadaan
tznah ulavatt ini letap dipertahankan | Uniux U Pemeriniah Sumaters Barat
taiah mengeluarkan Paraturan Daerah Tingkal | Propinst Sumatera Barat Namar
12 Tanun 1983 tenteng nagan sebagal kesaluan masyarakal husum adal .
Kemudian diperkust lagh dengan Keputusan Menteri Dalam Megeri Mamar 22
Tanun 1884 Nomaor £0-23-868, dan di tahun 2000 diperkokoh lagl dengan
Paraluran daerah Sumatera Barat Nomor © Tahun 2000, tentang kembal
kenagari fyulia Minwat, 1999 5

n. Pendaftaran tanah ulayat

Meskipin tidak ada ketentuan mengenal pendaftaran tanah wayat | namun
di dasrah Sumaiers Barat tanah-tanah ulayat iersebu didaftarkan ferulams
tanah ulayat kaum yang didafiarkan menjadi hak milix seperti hak milik ndividual
yana dimaksudkan di dalam Pasal 20 ULIPA,

Pendaftaran tanah ulayat mempungai fungsi dan tujuan yang sama
dengan tujuan pendafiaran tanan pada umumnya yakni  uniuk mambenkan
kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Dalam rangka pencapaian kepastan
hukum tersebutl diperukan peraturan pelaksana dari pendaftaran tanzh maxa
dikeluarkan PP Mo 10 Tahun 1561 dan kemudian disampurnakan dengan PP 24
Tahun 1987,

Dalam kegiatan pendaftaran tanah paga umumnya maliputi kegiatan
separti yang ditentukan oleh Pasal 12 ayat (1) PP nomor 24 Tanun 1887 yakn
1 Kegiatan pendsfiaran tanah pertama kal mrelipuli:

a pengumpulan dan pengolahan data fisik,

din



pembuktian hak sdan pembukuaniys
nenerbiian senipkat

. penyajian data fisik dan data yunidis.

. penyimpanan daftar umum dokumen

[ T 4

5 Pelaksanzan pendaftaran tanah uniuk perama kainys dilakukan dengn
ssisiematis dan sporadic. Penunjukan pendsitzran tanah secara sistermatix
dzn sporadic =erla persiapan kegiaiannys mendfapata pengaturan di dalam
Peraluran Mwenter saoraira Nomro 3 Tahun 1957,

Yang dimaksud dengan data fisik di sinia dalzh katerangan menganai letax

hatas dan luas bidang tansh. Sedangkan data yuncis  yaaknl keterangan

statius hukum bidang hak atas tanah

Adapun ohigk dalampendafiarm tanah yvang diatur di dalam PP Nam, 24 tahun

1807 sebgaimana dicantumxan di dalam Pasal yakil,

1 Bidang-bidang tanah yang dipunyal oengan hak milik, hak guns usha,
hak guna  bangunan dan hak pakal,

. tanah hzk pengelotalan,

Ctanzhowakal,

tanan hak milik atas satuan ruman swsun,

. hak tanggungan

tanah negara,

Khusus uniukpendaftaran tznah negera berbda cengan pendaiiarn tanah
fainnya vakni pendafarannya dilakukan dengan mempukekan tanah tersshut
dalam daftar lnah Untuk tansh negara ni lidsk disedizann buku tanah, cleh
karena ity fidak diterbitkan seripikatl sebag bukdl hak atas lanannya.
dar kotnelusn tentang chjek pendaftamn atanan tersebul dapa! dilinat bahwa
‘anah ulayat szbagaimana diatur di dalam Fzsl 3 tdak merupakah salah saiu
oitpek dari pendaftran tanan

WMeskinfun PP 24 Tahun 1887 ticsk menyebul<an hak ulayat sebgai saiah
sati obiek dan pwandaftran tanah, namun di dalam Permenzg namaor 5 Thaun
18999, menyetuui pendafataran hak ulayat menurut ketnetuzn yang berlaku
{ BP 24 Tahun 1887). Dengan tidak adanyz kelentuan yang disetujui olen
Permenang Nomor 5 Tahun 1997 ini dalam pendsftaran tanah ulayt axan
merimaulkng bebrgai problematic hukum,

Hai i disenebkan karsna komsep hax ulayt bukan  hany akonsep
penguasaan bersama, telap juaa merupakan konsep kepemilkng bersama
yeng tidak hebas, oleh sebed Hu sebap individu dalam kelompok  barsama
tersebut tidak dapat emmindhkan kepermiliknannys menjadi milik indivisual,
tetpi dpat emmanizatkannya dalam sistern kebutunan sesual dengan siluasi
dan kondisinya (Yulia Minwati, 7988 @ 15}

o My R R L

3. Metode Penelitian

1, Sifat dan materi Penelitian
Melakukan suaty penelitian diperlaukan suastu metode yang ielzh tarizbih
dzhulu ditentukan, Penentuan ini merupakan proses tata kerja uniuk dapat



amemanmal oopEs penshivan dan eEnganalisnays sIraars Nl nE LuR g

matnsdar peenlilian i sesustkan  cengan ohyak, tulusn. dan  jenis
permasalahan yang disiti,

Sehubungan dengan englitng yang lelah drumuskan diztas maka sifat
peneliting vang sesual dnegan tipe peneliian ini adalan deskripid
Pendekztan yang dipergunakan dlam  metoser  penliian i acalan
nendakatan  yuridiz soswolegis, yunols meksudanya gdalzh  pendekaian
terhadap  persturan-plerauran  hukem  yang  beroubungan dnegan
pandafigaran  tanah ulalya, dan  sosiologis maksdunya meanyanghkul
masyarakat  hukum adat Mianagkalau yang emupnyal cirt can udya
tersendiri.

2. Lokasi penelitian,

Lokssi psaniitian adalah dagran Suamtera barat . yang diamibil secarz
purposive, dengan ukuran dasrsh yang mempunyia problamatic yuridisds
menganal pendafiaran tanahulayat dasrah tersebut adalan daarah Tingkat i
yakni Kabupaten Liam Puluh Rota dengan lokas unil terkcecil adalan
kenagaraian, yakn nagan Mungss yang terlelak di Keccamtan mungks
Kabupaten Lima puluh kota

3. Populasi dan sample

Populas: di dalam pensfitian inl adalan  penaaitaran lanah ulaval i
Kenagaran Mungka. Responden adslah peserla pandaftran tansh ulayst
yang ditentukan secara purposive maka responden yang diteiit: diteniukan
dengan purposive sampling yang mempunyal kasus menyanai pendaitaran
tamah. Disebabakan penslitizn ini juge menyangkut bebrbapa nslanst yang
tarkait datam pandaftaran tanan termasus pendafiaran tanah ulayai, maka
diperlukan juca adanya data pendukung dari para infoman yang juga dipliin
secars purposive yanao antara lain seperl di baweah ol
1. Lembag Kerapatan Adat di lokasi peneiitian2, BAN Kecamaian Mungks
Kabupasten Lima Fulun Kota 3 Kepals nagari, Camat dan tungku ligo
ssjarang g lokasi yang teish ditetapkan 4 LKA Sumbar 2. Para PPAT vang
telah ditentukan.

4, Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dipsrguankan adaizh wawancara mendalam dan
studi dokumen, Wawancara yang dilakuankan dengan mengajukan pedanyaan
kepada respanden di aman pertanyyan tersebut telah disusun terlabih dahulu
atau di perguanakan pedoman wawanoara. Tetzpi selzin darl pedoman
wawancara tersebut maka perianyaan dapat juga digjukan sesual dengn
serkambangan yang terjad dilapangan

8, Analisis data.

Setglah date  terkumpul maka  dianalisis | emialaw melcde analizis
kualitataif.

i



H. Hasii Penclitian Dan Anatisis
1. Tinjauan Mengenai Geografiz Daerah

Daerah penelitian sshagaimana, adalsh Kabupaten Lima Puiuh Kota,

Wecamatan Mungka, Kanaganan Mungka, Daerzh oenelitian itu ditingau cari
dazrah administratif berdasarkan UL Nomer & Tahun 1978, jo UU Nomar 3
tabun 1674, vaitu di  Desa Mungka. Meskipun UU Nomor 5 Tanun 1979,
tentang Pemearintanan Desa ditujukan uniuk menyamakan pamennianan
terkacil di Indonesia, namun di Sumatera Baral pelaksanaannya il
gandengkan dengan pangakuan ierhadap kebaradaan "nagan’ selaku unit
semerintahan terkac dar kesaiuan masyarasat Dusum adat.
Keberadaan nagar tetap dipertahankan dengan aikeluarkannya Paraturan
Daerah Propins: Sumatzra Barat  Momor 13 Tahun 1883 (Perda Sumbar
Momor 13 Tahun 19231, sshingga jumlah kesatusn masyarakat hukum adat
yang terdapat di witayah pensitian adalah 70 nagan, dan 180 kelurahan, dan
& Kecamatan, yvang sekarang berkembang menjadi 19 Kecamatan, lermasuk
salah satunya Kacamatan Mungka dan kenagarian Mungks yang mangadi unit
terkecil lokasi penslitian

Dengan  dibdupkannya  nagar  sebaga pendamping  cess dan
kelurshan, menuniukan bahwa UL Nomaor & Tahun 1879, ternyata hiosk elaxti
dihariakukan di dasrah Sumatera Barat. O sini kelinatan bahwa hukum yang
gibuat pemerintzh untuk menerapkan pemennianan daerah secara universal
di s=luruh Indenesia, terbentur di daerah yang tatanan hukum adatnys masin
kust Hal ini sebagai caontoh terdapat di daerah Sumatera Baral. Meskipun il
haruz heraku secara nasional, uniuk menyatakan fidak berakunya ticak bisa
ditentang oleh oeraturan yang lebin rendah, maka di Sumatera Barat tidak
dilakukan denpan jalan  permentangan melzinkan digandengkan dengan
peraturan daersh, (Perdz Nomor 13 Tahun 1583) kKemucdian diundanckan UU
Momor 22 Tahun 1995 Tentang Pemeriniahan Dasrah, dimana czerah bebas
uriuk menentukan dasrahnya sesua dengan nislans daerahnya
Derdasarkan Perda Sumatera Barat Momor § Tahun 2000, maka terhadap
doaran kota dan dasrah kaoupatan dibag atas beberapa nagarn,

Dilinat dari letak geografis dan meleorologi dan lopografiz  maka
daerah penslitan yang terletak di Kapupaten Lima Puluh Kola secara
geografis antara 10° 17° Lintang Utara dan 36° 42% Bujur Timur, dengan
natas-batas wilayah sebagai berikul.

Sebelzh Utara dengan Fasaman dan Propinsi Riau

Sobelah Selatan dengan dengah Kabupaten Agam.

Sapelah Timur dengan Tanah Datar.

Sebelzh Barat dengan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung

Diengan topografis terdiri darl daratan yang dilingkungi buki barisan,
vang terletak 128 km dari lbu Kota Propingi, Dangan berizkunya Perda Nomor
g Tahun 2000, tentang kembali ke nagar, maka pelaksanaannys diserahkan
kepada daerah Kola dan Kabupaten yang bersangkutan. Salah satd conteh
dapat dilihat dar Dasran Tingkat 1l Kabupaten Lima Puluh ®¥ota, yaitu

=1



Kenagaran Mungka yang merupakan loxas penstiban. Dangan penetapan
wemball kepada sistem pe-menintahan nagari sekaligus penghapusan sistem

pemerintahan desa dan kelurahan yang ditetapkan tangoal 30 Jum 2007,
dengsn Surat Keputusan Bupati Kepala Daerzh Tinghkat il Kabupaten Lima

Pulub Kola Momor 01/Kpts/KN/2001, Kenaganan Mungka tersebut terdin daq
9 suku yakni, kampai, guci, pilopeng, dalimo, jambak, kutisnyia, caniago
lanjuang dan picancang, Sistim pemerinthan MNagan yanc dipakai adalah
campuran dari Koto Pilang dan Bodi Caniago. Hal ini dapal dilinat dari rumah
adatnya vang datar dan bertingkat. Berdasarkan wawancara dar keiua KAN
Kenaoarian Mungka dapat diketahui bahwa adal yang dipakar cikenaganan
Mungka mamang bersifat campuran Kota Piliang dan Bod: Canlago. Jumizh
senanuly yang terimpun di lembaga KAN lebih kurang 120 orang. Datam
penyelesgian konflik  vang  berkaitan dengan =ako dan pusako yang
dizerahxan pada KAM, dizelesaizan dilembags i dengan tarekih dahulu
dipllih siaps yang akan menyelesakan atau sama dengan panentuan hakim
vang akan memerksa suatu perkara o pengadilan. Teknis penyelasaiznys
minp dengan tata cara penyelesaian perkara di peradilan formal (Fengadilan
Mager). Hal ini didasarkan kepada Peraturan Dasrah Nemar 8 Tanun 1954
(Perda Nomor 8 Tahun 1994), teniang Pedeman Acara Fenyelessian
Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagan (KAN) dalam Propins
Sumaters Baral

Dengan adanya pemerintahan "nagari” berdampingan dengan sistem
semeriniahan ‘desa” (sebelum keluar UL nomor 22 Tanun 1998 jo Perds
Momeor 9 Tahun 2000} sebagai pemerintahan terendah di bawah kecamatan.
memperlinatzan bahwa  pelaksanzan sistem hukum unversahsas vang
dipaksakan beriaku bagi seluruh dasran di Indonssia tidak bisa bevhasd
dengan efektif. Hal ini disebabkan karena lembaga sosial, tatanzan socziai,
tatanan nilai sosial serta asas hukum yang meangalur Keldupan masyarasal
sulit untuk dapat menerima hal-hal yang baru dengan mudsah.

b, Strukter Budaya Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau
{Sumatera Barat)

Geografis daerah Minangkabau adalzh berbukit. berguneng  dan
daerah pantai Keadasan ini yang menyebabkan dan mempengaruhi watak dan
karakter masyaraka! Minangkabau sesuai dengan daarah yang ditampatinya.
Watak dan karakier masyarakat Minagkabau di Lehak Lime Puluzh Koto
diibaratkan dengan buminya sejuk. airnya jenih, ikannya jinak, ungkapan ini
menggambarkan walak dan karakier masyarakatnya yang homogen dan
hidup penun dengan kerukunan, suka damai.

Memparhatikan struktur masyarakat hukumn adat di daerah penelitian
maka dapat dilhat bahwa dizetiap nagari di daerah pengiitian tenyata tidak
mempUnyal struktur masyarakat yang sama. Hal ini disebabkan oleh karena
adanya pembagian struktur pemerintahan masyarakat hukum adat dan sistam
Kote Piizng dan Bodi Caniago. Perbedaan im juga dilatar belakangi oleh
sejarah permnbentukannys dan perkembangannya. Hampir seluruh literatur
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yang mengupas tentang Minangxabau manyebutkan hal yang demidian, oan
data yang ditemui di lapancan menyaiakan bahwa pengaruh dan sistem Koto
Piiang dan Budi caniago fersedul yang member warna tarhadao strokiur
masvarakat hukum adat Minangkabau.

Dalam sistam budaya Masyarakat hukurn adat Minangkabau dikenal
remilic “sistem budaya terbuka " Hal ini dibukiikan dengan sgjarah yang
panjang dalam proses masuknya budaya Islam dan membuat perssnyawasn
van kental dengan adat Minanokabau. Kejadannya dalam  prosss yang
panjang sampai akhirmya “adat mandar syara’ menurun” (2dat ke atas dan
syra' ke Dbawah) dan peremuannya membuahkan hasil katan  wuat
(berasimilas:)

Sistern budaya yang bersifat terbuka ini memberikan respons positid
pada masvarakat sradisional maupun masyarakat lit ternadap pertumbuhan
milzi, idicloge dan crganisasi yang masuk ke Minangkabau Namun lidak sa
dilepaskan semua ity dari dnamika Problematik  hukum vang akan muncul,
Kongep budaya terbuka dari masyarakal buleum adat Minangkabau ini
memperihatkan bahwa masyarakal Minangkabau memiik tradisi yang
longgar lerhadap budaya dan uar, apakah itu menyanakut nilal, konssp
iiologi.

Bila struktur masyarakat dikaitkan dengan lanah ulayat maka di daerah
censlitian ini dikenal adanyz ulayat nagan, ulevat suku dan ulayal kKaum.
Dilinat lebin jauh maka seliap kaum zardiri darl suku-suku, beraps jumiah
sukurys akan terganiung dan anggola masyarakat tersebut atau jemlah
angoota kaum yang bersangkutan Semakin hanyak perumbuhan penduduk
mzks semakin besar dan mekarnya  suky tersebul Hal m yang diseiut
dengan istilah "gadang manvimpang”, ini menunjukan adanya repatuhan
akan atursn yang menyebutkan babwa nagar minmal adzs 4 suku, kalau telah
t@radi pemekaran maka paca akhirmya gkan tumbuh sebuah nagan baru, hai
i barlanjut terus sesuai dengan pemekaran anggota kaum tersebut.

Dzlam kehidupan masyarskat Minangkabau yang diketahui tingkat
kehidupan barkelompoknys (komunitas) masyarakatnya sangat baik hal ni
dinuklikan dengan keberadaan masyarakst dinangkabau ditandai dengan
adanys "Sake dan Fusako”, pusako adalah berupa haria benda baik berupa
tanah dan non tanah, Yang berupa tanah  sampai sekarang baik dalam
penguasaan maupun dalam hal pewarizan tetap mengacl kepads hukum
adat Minangkabau, yakni pewarisan didasarkan kekerabatan matrilinigl
meanwrut  gars b Penguasaannya ke luar dipimpin oleh - pimpinan
kelompoknya, apakah kaum, suku, Maupun nagan, sedangkan ke dalam
untuk pemilikan atau hak, Kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau
dikenal dengan sebutan “fali tige sapilin® atau "tunggo figo sajarangan {tal
tiga sepilin atau tunggu tiga sejerangan), yakni, penghuly, aiim uams. dan
cerdik pandszi Kepemimpinan tersebul sangat menentukan - sakall dalam
perkambangan suatu nilal dan alau idialogi dan norma yang dianul Posisi
pemimpin tersebut sangal dinarmati, dan sangal disengani dalam masyarakat
dan akan berdampak pasistif terhadap pengikutnya,



2 Problematik Hukum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat,
a. Problematik konsep, nilai dan norma sera kepentingasn,

Taornadap tansh ulayal, konsep hukum yang diparkenalkan dan
dikempangkan UUPA belum dienma menjadi konsep hukum  masyarakal
warena tanah yang dikuasai ateh masyarakal hukum adat diskul sanagal
ranah yang dimilixi secara kolektif bukan individe Pandangan terhadap tanah
utgval bukan hanya terhadap 1anah pemukaan bumi saja mclainkan jugs yang
terdapat di daiam fubuh Durms dan yang wmbuk di atas bum Maskipun hak
ylayai atas  iangh memang diskyl secars resmi di dalam UUFPA, namun
sendapat penulis pengakuan secara sumir terssnut hanye untuk tuiuan polits
semala

Dalam pelsksanazn  pendaftaran  tanan  ssper mencoba men-
campurkan minyak dengan ai yang lidsx dapat barsatu, melainkan saing
perpenturan yano  menimbulkan  problematc hukum  berkepanjangan.
Muncuinya problematika hukum  sehubungan dengan pendaftaran ianah
ulayat diawaii  dengan pelaksanaan pandafiaran tanan uniuk membearikan
kepastian hukurn bagi hak atas tanan di seluruh Indonesia. Tanpa kecual
tanah ulayal masyarakat nukum aoat Keotertuan  ni kemudian ditegaskan
dalamy Pasal 19 UURA, dan uniuk pelakssnaannys dikeluarkan keianiuan
organik berupa Peraturan Permerintzh. (PP Nomor 10 Tahun 1881 kermu-aian
disempurnakan dengan PP Nomor 24 Tanun 1997 Selan instruksi kepads
pemanntah jugs dimunokin untuk pendaftaran secars nsidanil oleh vang
nerkepentingan {Fasal 23, 32 can 38 UUPA). Dengan pelaksanasn juga
mengacy kepada ketentuan pendafiaran tanah. Kedug prinsip pandaitaran
lersahut tidak membenxan gambaran yang jelas mengena pendatiaran tanah
Ulayat.

Uniuk  memparlancar  pendafiaran tanah  maka bermacam Cars
dilakukan oleh pemerintzh sepertt halnya mengeluarkan kebijakan Proyek
Operssi Masional disingkal dengan PRONA Fronz merupakan uszha dar
pemerintah uniuk meningkatkan dan menggalakkan pendaftaran tanah di
Indonesia. Hat i danat dilinat dari Surat Kepuivsan tiantar Dalam Negen
Momaor 185 dan 220 Tahun 1961, dan Namaor 226 Tahun 18282 (Permendagn
Nomor 1868, 220 Tahun 1981, jo Nomaor 226 Tahun 1882) vang beriujusn
untuk mengadakan pendaftaran tanah (pensedipkatan tanzh} secara massal
dengan  mengutamakan  goiongan ekonomi  lemah  dan usaha  unluk
menyeiesaikan  secara  lunias sapgkela-sengketa  lanah yang bersifat
strateais. _

Usaha selanjutnya yang dilakukan oleh pemerniah datam rangka
menunjang percepatan pencatiaran tanzh di Indonssia adalah  manye-
lenggarakan uji caba pendafiaran tanah secars sistematis dengan dike-
juarkannya Peraturan Menteri Agraria/Kepsla Baoan Peranahan Nasiona!
Nomar 1 Tahun 1955 (Permanag Momor * Tahun 1925, yang aktir-nya di
kukutkan sebagal sistem pendaftaran tanah dalam PP 24 Tahun 1997,

UUPA mengaku hak atas tanah yang dihaki oleh seseorang atau
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Badan hukum, bBaik badsn hukum publk maupun badan bukum prival, dan
hak-hak  yang dipunyal sebelurm UUPA Hak-hax im harus disesuaikan
dengan hak-hak yang distur dalam UUPA Cara penyasuaian ini disebu
dengan konvers, HKetentuan konversi diatur fersencin dalam UUPA yang
merupakan bagian kedus dan substansi UUPA Sebelum lahir UUJPA hak atas
tanab digolengkan kepada hak barat dan hak adat dan dengan lshirnya
UUPA kedua jenis hak ini harus disesuaikan dengan hak atas tanah yang
ciatur di dalam UUPA  Konversi terhadap hak barat ditentukan janohe
waktunya selama 20 fahun seizk UUPA dilahrrzan, dengan konsekuens
tanpa dilakukan konversi maka hak atas tanah tersebul menjadi anah yand
dikuasai oleh negara, sedangkan untuk tanah acat tidak ditantukan waktunya
secars tegas

Pasal VI dan ketentuan konversi terssbut yang mengatur tentang hak
wruchtgebruik. oebruik. gran contreleur, bruiklesn, ganggam bauntuak dan
hak—hak ssmacamnya dengan nama apapun juga  skan dislapkan et
lanjut oleh Mentari Agrariz, dikonversi menjadi  hak pakal Selanjuinya
pelaksanazn ketentuan konversi distur di dalam Peraturan Menten Pertanizn
dan Agraria Momor 2 Tahun 1962 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Momor SK 28/DDA/1970, Hal-hal yang digtur cleh kedua ketaniuan tersebut
zntara lain berupa parmeohonan hak atas lanah oleh yang berkepanting-
an dapat dilaksanakan menurut ketentuan dalam PP Nomaor 10 Tahun 1561,

Permohonan  untuk penegasan hax yang sesuzl dengan hak atas
tanzh menurut UUPA digiukan  kepads Kanlor Pendaftaran Tanah (kanior
BPN) dasrah tingkat Il di mana tanah ity berada, disardai dengan bukll hax
dan bukti kewarosnegaraan serta keterangan peruntukan tanah, terhadap
tanah yang lidak mempunyai alat bukt: maka dapat dibenxan penegasan hak
alas tanah berdasarkan  hasil  pemeriksaan panilia pemeriksa lanah
berd=sarkan Surat Keputusan Menten Agraria Nomor S¥. 11301881,

Dalam hal  terjadi perslihan hak, pemberan hak bary, atau
peminiaman uwang dengan hak atas tanah  sebagal jaminan maka
permohonan penegasan kenvers:  dan pendaflarannys digjukan melzlu
nerantaraan Paizbat Pembuat Akia Tanah (FPAT), bersama-sama dengan
axtz vang dibuatnya,

Untuk pendaftaran tanah perlama kalinga baik melalsl prona mauoun
secara nsidentil dilakuksn dengan penegasan fak maupun dengan kon-
versi hak. Terhadap tanash ulayat yang termasuk tanah adal maka pelak-
sanaannya d daegrah penegliian dilskuxan juga dengan pencgasan hak
maupun melalul kenversl hak atas tanah, menadi hak milik sEsUudl dengan
Pacal 70 UURA. Pendsfiaran tanah berdasarkan PP 10 Tahun 12617, baru
sfeklif barlaku o daersh Sumatera Barat tahun 1975 Pendaftaran tanah-
tanah ulayat dalam tingkatan yang paling rendah (uWiayat kaumn atau pusakc
linggi), Tanah ulayal kaum atau disebul juga pusako lingg: didaflar dengan
nenegasan hak atas tanah, menjadi hak milik. | sedangkan daiam keteniuan
konversi dengan tegas dinyatakan bahws ganggam  bauntuik dikanvesi
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menjadt hak pakal B _

Kenyalaan yang tenad o dgoran penelitian menunjukkan batws
pendaflaran hak ulayat kaum dengan dasar penegassn nak alau kONYErst
yang diformuiaskan dalam bentuk hak milix individuzl, Ada subjek haknya

ndividy perosangan yakni mamak kepaia wans, aad salan secrang angoois
kaum fersebul, giau secara balompok  atau ke-seluruhan angoots Kaum
tersebul vang masin oup atay mamak kepala wans DeErsama-sama dengan
=zlah seorang anggota kaumnya dan lain sebzagainya.

Dalam hat tansh ulays! yang telah diserlipkasikan, temyals kanfhk
helum berzkhir, karena terhadap hak ulayat tersebut terbuka kesempatsn
bag subjek naknya meningkatan memanfaatkan hak atas tanahnya tesebul,
migalnys menjadikan hak alas tanah uiayat yang teiah diseripikasi lersehut
sepagal jamingn suatu hutang. Problematik akan semakin jelas kalau kradi
macel), konfik yang muncul tidak nanya calam kansep. nilai dan norma tetap
ralah bertembsh dencan kenflix kepentingan. Konsep adas mengenal fanah
vlayal yang lidak dapat dipsrual beikan Dengan pensertipikatan tanah
ulayat konsep igrzebul hilang Konsep adal yang mengatekan tanah ulayat
tidak dapat dilzpaskan secara permanen, Dengan menjadikan hak ulayat
yang bersedipikal sebagal barang jaminan | konsep adat yang yang berupa
cemaniatan  tangh  ulayal oleh pihax lain (pihak di luar komunitas
coiompoknya)  berdasarkan  asas  kessimbangan gkan hilang. Asas
kospmpangan tdak ditemun lagl bagl pemanfaztan ianah ulavat cleh pihak
ketiga atzu pihak o luar komuniias masyarakat hukum adatnya bahkan vang
muncul adalah sifal zakeik dan individualisasi.

Dalam hal perbuatan hukum yang berhubungan dengan lanah ulays
vang telah barsartiikat tersebut ikut berparan instansi lain selain pemerintah
(BPN yakni PPAT Dari wawancars dengan PPAT dilckasi penelitizn dapat
dikoiohul FPAT ftidak perle memeriksa kebenaran materl dan hak milik
tergsabul,

Tujuan pendaftaran tanah ssish satunya adalah untule manertibkan
adminisitras pertanzhan sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai
hak atas tanah dan perbuatan bukum yang berhubungan dengan tanah.
Tujuan ini tdak mencapai sasaran karena mendapai tanlangan dan sistem
hukum yang dianut oleh masyarakat.

Untuk matihat problematik lebin tajam dapat dizmbil salah satu kasus
cendaftaran tanah di daerah Luhak Lima Puluh Kota kenagaraian Mungka,

Kasyus ini mulai tahun 1990, dengan terjadinya konflik antara anak
pisang Datuk Mangkuto dengan anggota kaum Datuk Manghkuto mengeanat
tanah  ulayat kaum (hara pusaka  tinggi) datuk  mangkuto  yang
pangelolaannya diberikan kepada salah szorang anggota kaum dengan hak
ganggam bauntuak yakm Mala. Pembenan ganggam bauniuak secara adat
tdak  diteniukan batasan waktunya Mala (pr) mempunyal anak  yang
samuanya laki-laki Setelah Mala meninggal dunia  hak ulayat tersebut tetap
dikuasai oleh anaknya yang lzki-laki (Kalipah Raman) Dalam kehidupannya



Kslipan Raman ternyala membawa 1sennya wntuk hidup ke daizm
kelompoknya  Untuk kebuluhan moupnys hak ganggam bauniuas yang
diperolah ibunya can kaumnys tersenut  diserahkan pengeldiaannya kepada
Kalipah Raman anak beranak Setelsh Kalpah Raman meninggaal iahun 1987,
maka jsten dan ansk-anaknya  vang dalam adat winangkabay disebul
dengan anek Pisang Derkenginan unius mensedipkatkan tangh  ulayal
terssbut. Saat pengukuruan dilakukan olen tim pengukur Badan Penianahan
Kabu-paten Lima Puluh Kota, maka timbul nerselisinan karana anggota kaum
Datuk  Mengkuio dengan  snak  pisangnya.  Pengukuran tidax  jadi
dilaksanakan. Hal ini berbuniut panjang sampai ke Pengadian Tanjung Fadi
yang didafiar dengan nomar register tahun 1990, Selelah prosss parkarg
diperksa akhimya Pengadilan  memuluskan banwa tanah ulayai berupa
ganggam  bauntuak tersebut dipulangkan kembal kepada raurm Diatuk
Mangkuio, Setelah dilakukan cksekusi pengembalizn tanzh ulayat (pusako
tinggi) tersebut kepada Datuk Mangkuto {1096}, kanilk masih balum selesal,
karena ada diantara angoota kaurm datuk mangkuto yang ingin mendafiarkan
nak ulayat tersebut  melalui pimpinan ksumnya imamak kapsla wans dan
salsh seorang anggoia kaum datuk Mangkulo tersebut. Ha ini mendapat
lantangan dari angoota kaumnya dengan slasan bagsimans dengan &ngaola
kaum yang belum lanir,  kalau didaftarkan  hanya atas nama mamak dan
salah ==orang anggota yang hadir, tentu yang bearhax gkhirmya acalanh nama-
nama yang tercantum dalam seripikal lersebul dan urunannya. Pada hal
haria ini merupakan hazria uviayat (pusako tingg)) datuk manckulo, Karens
demikizn maka harta ulayat ini sampai saxarang tidak jadi didafiarkan

Dalam hal oendafiran tangh yang telah tenadi | di mana tanah ulayat
keumr  lersebut  didaftarkan oleh Bacan Perianshan  Nasional (BFN)
¥ahupaten Lima Puluh Kola di daftar dan disertifikasi meniadi tanan milik. i
pemegang haknya Diss perorangan atau kelompok calam arian kelompok
made eigenar (pemilikan bersama vang dapai cibagi. Hal ind barienlangan
dangan konsep, nilai dan kepentingan dari hak ulayat masyvarakat hukum adss
di dasran panelitian, karena prinsipnya tanah ulayal kaum yang dikelola olzh
anggoia kaumnya dengan hak ganggam bauniuk itu adalan milik bersama
seluruh angata kaum yang fidak dapat dibagi-bagi.

Kebanyakan dari pendaftaran tanzh yang teradi di daeran panelitian
ariara tahun  2000-2003 adalsh tanah ulayal kaum, Namun berapa
zeluruhnya vang telah didaftar menjaci tanan  milix pripadi yang bersifal
individual baik datam pamilikan sendiri-sendir atau bekelompak luasnya tidak
terkafer dengan jeles di Kanlor Badan Peranahen Kabupalen lima Puluh
Kaota. Dari beberapa orang responden yang penziti 1anyakan pendafianya
tentang pendaftaran tanah gangoam bauntuak {lanan viayat milik Dersama)
menjadi tansh milik pribadinys, menyatekan bahwa lidak mengelabul kalau
tanah ulayat ity akan berubah fungsi menjadi tanan yang bersdat individual,
dan menghilangkan sifat komunal dari jenis hak terssbut.
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3. Faktor Penyehab Timbulnya Problematik dalam Pendafaran Tanah
Lilayat dan Cara Penanggulangannya di daerah Sumatera Barat.

Faklor penyebab timbulnya problematik hukum berhgbungan dengan
nenerapan keteniusn tentang pendafaran lanah ulayal karena disalzh saiu
zisi pemanntah ingln melaksanakan tugas agrana wntuk menginfentansas
tanah-fanah o Indonesia, memberikan  jaminan kepaslizan hukum  dan
kepastian hak aias ianah di seluruh indonesia. i2rmasuk tanah-tansh diokas
oenglitizn. Mamun  ketentuan pendafiaran iansh vang ada bdak sesuzl
dengan sifat dan status hukum dan tanah ulaya! vang didaliar. Pemaksaan in
adalan penebab utama dan timbulnya problematik hukum dalam pendaftaran
fanah

Froblematix dalam pendaflaran tanah ulayat ini telah menjurus kepads
ronflik baix dalam pendaftaran di tingkat pedama atau pun ditingkat kedua
Fanfli=-konflik yang ditimbulkannya dikalegonkan ke dalam beniox  sepert
vang disebuikan di bawah in.
a. Konflik non sengketa

Kanflik non sengketa seperti yang ditemui di dalam dasrah penelitian
memperlinatkan bahwa meskipun pada akhirmya hak ulayst kaum yang
diterixan denasn ganggam  bauntuak pada anggota  Kauminys  yang
perempuan, didatarkan atas nama keturunan parempuan dan pemegang hak
ganggam bauntuk terssbut, dengan beniuk dan siatus hak atas tanah vang
berckah dan hak uiayat kaum menjadi hak yang bersifat individual (hak miilik
versi ULIPA Pasal 200, Kenyataan memperlihatkan bahwa bukli hak milik dari
serlifikal tanah =aum tersebut pemilk sekarang tercanlum hanva satu orang,
namun tidak berarti memiliki kekuasaan penuh dan kuat ierhadsp hak
miliknya tersebul, karena setelah dimilik: senifikat hak atas tanzh tersebut
tamah kaurm itu masih dikuasai oieh anggola kaum yang berada di Dawah
pengawaszan mamak kepala warisnys.
b, Konflik sengketa

Pendafiaran tansh yeng memmbulkan sengketa yang sampai diproses
di pengadilan seperti yang tarekam di daerzh penslitian kenagarian Mungks
rabupataen Lima Puluh Kota atau Luhak Limo Puluah Keoto. Kenflik ini sampai
di Pengadilan dan didaftar dengan nomor register 09/PgUGM182 1PN TF. dan
akhirnyz pendaftaran hak ganggam bantusk tidak bisa dilaksanskan.

Setelah gilakukan sxsekus) terhadap harta ulayat tersebut dan
dkembalixan kepada kaum yang berhak maks timbul lag persoalan dalam
raum tersebul, sehubungan dengan pendafiaran tansh kaum terssbul Atas
nama siapakah hak ulayat kaum itu didaftarkan? Dan kzlau didzsfierkan atas
nams mamak kepala warls lakul akan disalah gunskan oleh mamak kepals
waris. dan kalau didaftar atas nama salzh seorang anggota kaum maka akan
timbul penolakan cleh anggota kaum lainnya Jika didaftarkan tanah ulayat itu
sepertl pendaftaran sskarang ini maka tanah ulayat itu akan menjadi tansh
yang bersifat individuzal, dan pewarisannya akan bariukar dan sifat matrilinesl.
repada pewarisan manurut hukum nasional,



Dengan keluarmya ketentuan Permenag Nomoer 5 Tanun 1855 4 dalam
Pasal 4 aya! (g2} dgisebutkan bahwa hak ulsyat iersebu! penguasaannys
berdasarkan katerniuan hukum adat yang beriake dan kalau dikehsndak
untuk menjamin kepastian hukumnya dapat dwafarkan menurul keteniuzn
pendaftaran tansh vang beriake, hatini akan menyebakan kehancuran tanah
wayat it sendin

warana tidak sesudinya nital dan norma vang ada di dalam masyarakat
hukum adat Minangksbau mengenai konsep hak ulgval tersebut denoan
konsep yang dikembanglkan UUPA melalui pendafizran tansnnya maka
pemennian dagrah Propinsi sumatera Barat dalam hat ini diwakill oleh badan
Peranahan Sumatara Baral telah mencarikan betuk solust lain gan
pendaftaran tanah viaval kaum ini. Hal im ditunisksn dengan berpagal beniuk
formulasi dan pendaftaran tznsh wlaval o Sumatera Barat, ada vang
cilakukan dengan pendaftaran atas nama mamak <epala waris saja, ads yang
2las nama salah seorang anggola kaum dengan mamak kepala warsnya
gan bahxan ada yang dilakukan dengan mencantumsan seluruh anggola
raum yang hidup dan mamak kepala warisnya {lampiran)

Drari kenyataan yang ditemui E|I|=E'?IF‘CI-.-:T'I maka lerlihat bahwa norma
hukum baru yang dikembanokan UUPA dalam pendaftaran ianah ulayvat di
dacrzh Sumaterz Barst, merupakan norma dan nilai hukum baru vang
ditimpakan dengan paksa terhadap nilal dan rorma hukum yang telah lumbub
dan berkembang di dalam masyarakat hukoem adat Minangkabau menemui
kegagalan dalam pengwiudan dan pelaksanaannya, Solus: vang  teiah
dicoba oleh Sumatera Baral dalam memperishankan hak Lllc;-.rat"r:.-'.: im perhy
dijacdikan rekomendas untuk pamianiukan peraiusan nengenal hak ulayat,
pendaftaran hax ulayat bahkan =ampai kepadz pembebanan hak uiavat
Karena menurut hemal penuiis pansadifatan hak dlavat ted ap mengikat
komunitas masyarakat hukum adat tersebut dan pendafiaran tanah ulzyar
udax boleh meanghilangkan hak warisan secara matrilinial menjad diwarisi
oleh anak dan turunannya, Pendafaran tansh ulayat selain meanjamin
=epastian hukem dan kepastian hak juga dapat dibngkatkan pemanizsian
nilzi ekonomis dari tanah ulayal terssbut Salah sstunva dengan jalan
pengikzian lanah ulayst tersebut sebaoai jaminan suziu utang. Tantu saia
dalzm hal ini pihak parbankan juga dilindungi tidak akan beresiko ierhadap
pinjaman yang dikeluarkannya. Dalam hal ini t2nly dibutuhkan separangkat
peraturan atau seperangkat hukum tentang taia cara dan bentuk yanyg tepat
uriur membebani hak ulayat dengan hak tanggungan.

Kebijaksanaan vang dilempuh cleh Pemerntah Sumaters Barar dan
lokasi peneliian dafam pendaftaran tanzh ulayal pada bingkatan yang
wwrendah yakni uiayat kaum, dengan melbatkan lembaga adat yakni KAaN
dalam pemberian rekomendasi dalam pendafiaran tanah dan pencantuman
initial mamak kepala waris dari subjsk pemegang hak atasnva, tidakiah
memberikan  solusi akhir dari pelaksanaan pemndaftaran tanah  ulayat
lersebut. Karena semua ini tetap menageu kepada hak milik individu,
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| KESIMPULAN DAN SARAN
1, Kesimpalars

Berdazarkan  hasil penehiian terssbut df alzs maka dapal dikemuksian

kesimpuian sebaga berikut:
a Pengaturan Hak ulayat dengan pencantuman dan pengaiuan hak terseout i

dalam ULIPA yang bersifat ambwvalen. Dan lidak diikuii dengan kebijakan
perundang-undangan mengenai hak tersebut, maka dalam pelarsanasnnys
menmbulkan problematiz hukum. Munculnya ketentuan mengenai Parmenag
Namar 5 Tshun 1939, vang substansinys mengatur menganal hak ulayan
terutama tenlang konsep hak lerssbul dan pensrapannya agar sk
menimbulkan problematic hukum  tetapi jusire lebih meningkal.

Probiematik vang berksiian dengan  pendaitaran fanah, yang menyehabkan
serubahan mendasar bagi hak ulayat atas tanah masvarakat hukum sga
Perubzahan dimaksud adalah perubahan konsep bak ulayal sebads hak
mitik komunal nilai hak ulayat yang tdak hanya ekonomiz melainkan lebih
mangutamakan prestise. Di samping tu teradi datam hal pgwansan har
ulayal lidak lagi secara matnlineal melsinkan berubah menjac parental aiay
biateral, Kepertingan pemenntah  dzlam  mensdibkan  scminsires:
pertanahan tidak mangakomodasi aspirasi yang tumbuh di tengah-lengah
masyarkat hukum adat akan menimbulkan problematic hukum yang serius.

& Usaha yang telah diempuh clen Pemenntah Sumaterz Barat baik cengsn

melahirkan Perda Mamaor 13 Tahun 18983, maupun dengan kebiaksanaan
mendaftarkan tanah ulayat menjadi itanzk milix dengan mencamidssn
mamak kepala waris  adalah wsaha yang bersifal sementara, raisna
problematic hukum sesungguhnya belum {erpecahkan, karena pamacanaan
vang dikehandaki sdzlsh adanya ketaeniuan formal dalam pendaftzran anan
utaval sacara khusus

. Saran

Saran  yang dapat diberikan adzlah parlunva suatu pengaturan hak wayat
dalam bantuk Undang-undang

Dalam  penyusunan ketentuan hak ulayat atas tanagh sebainya mekanisme

hukum adat yang berkaitan dengan tanah dapat diampung sehinoga,
konsep, nilai. norma dan kepentingan masyarakat hukum acat dapat
terabsorsi
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